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Abstract
This article aiming to review the change of gender ideology that happened on the 
society and its influence on development of Balinese customary law, especially 
that concerning women’s inheritance. The review based on result of literary 
research with conceptual, historical, and futuristic legal approach. The review 
result concluded that there is already a change on gender ideology of society. 
The change of gender ideology on Balinese customary society, especially that 
happened on intellectuals and custom’s important figures, had causing the birth 
of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Third Pasamuan Agung of 2010 
Decree that lifted Balinese women’s dignity on inheritance, which decreed that 
women in certain limit have right on their parent’s inheritance.

Keywords: gender indeology, Balinese customary law, women’s 
        inheritance right

Abstrak
Tul�san �n� bertujuan untuk mengkaj�  perubahan �deolog� gender  yang terjad� 
dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum adat Bal�, 
terutama yang menyangkut hak war�s perempuan. Kaj�an d�dasarkan pada has�l 
penel�t�an kepustakaan (doktr�ner) dengan pendekatan konseptual, h�stor�s dan 
futur�st�k hukum. Has�l kaj�an meny�mpulkan bahwa telah terjad� perubahan 
�deolog� gender dalam masyarakat. Perubahan �deolog� gender dalam masyarakat 
adat Bal�, terutama yang terjad� d�kalangan �ntelektual dan tokoh-tokoh adat, 
menyebabkan lah�rnya Keputusan Pasamuan Agung  III Majel�s Utama  Desa 
Pakraman (MUDP) Bal� Tahun 2010 yang mengangkat derajat dan harkat 
perempuan Bal� d� b�dang pewar�san, d� mana d�putuskan bahwa perempuan 
dalam batas-batas tertentu berhak atas harta pen�nggalan orang tuanya

Kata kunc�: ideologi gender, hukum adat Bali, hak waris perempuan.

1 Penul�s pertama adalah Dosen Fakultas Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar, Bal�; pengajar mata 
kul�ah Gender dalam Hukum dan mata kul�ah Hukum Adat Bal�. Ema�l: ketut_sudantra@unud.ac.�d

2 Penul�s kedua adalah Dosen Fakultas Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar; pengajar 
mata kul�ah Gender dalam Hukum. Ema�l:ngurahdharmalaksana@yahoo.com

Vol. 5, No. 4 : 818 - 832



819

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

I.  PENDAHULUAN
Pemb�caraan mengena� masalah-

masalah gender (baca: jénder) sudah 
d�mula� sejak leb�h dar� t�ga dasawarsa 
yang lalu, ya�tu ket�ka pada tahun 
1978 Pres�den Soeharto membentuk 
Kantor Menter� Muda Urusan Peranan 
Wan�ta yang mengurus keb�jakan-
keb�jakan publ�k yang secara ekspl�s�t 
bertujuan menangan� masalah-
masalah perempuan, kemud�an leb�h 
�ntens lag� sejak tahun 2000 ket�ka 
Pres�den RI waktu �tu, Abdrurrahman 
Wah�d, mengeluarkan �nstruks� yang 
d�tujukan kepada jajaran pemer�ntahan 
(Menter�, Kepala Pemer�ntahan 
Non Departemen, P�mp�nan 
Kesekretar�atan Lembaga Tert�ngg�/
T�ngg� Negara, Pangl�ma TNI, 
Kapolr�, Jaksa Agung RI, Gubernur, 
Bupat�/Wal�kota) untuk melaksanakan 
pengarusutamaan gender guna 
terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluas� atas keb�jakan dan 
program pembangunan nas�onal yang 
berspekt�f gender sesua� dengan b�dang 
tugas dan fungs�, serta kewenangan 
mas�ng-mas�ng. Dasar pert�mbangan 
d�keluarkannya Instruks� bertanggal 
tanggal 19 Desember 2000 �tu adalah  
untuk  men�ngkatkan kedudukan, 
peran, dan kual�tas perempuan, serta 
upaya mewujudkan kesetaraan dan 
kead�lan gender dalam keh�dupan 
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, maka pemer�ntah 
memandang perlu melakukan 
strateg� pengarusutamaan gender ke 

dalam seluruh proses pembangunan 
nas�onal3. 

Sejak �tu, berbaga� program dan 
keg�atan pembangunan berperspekt�f 
gender gencar d�lakukan seh�ngga 
mempengaruh� n�la�-n�la�, norma-
norma dan anggapan-anggapan tentang 
relas� lak�-lak� dan perempuan. Segala 
n�la�, norma, anggapan-anggapan serta 
pelabelan yang berka�tan dengan relas� 
antara perempuan dan lak�-lak� �n�lah 
yang d�sebut �deolog� gender. Dengan 
kal�mat la�n, �deolog� gender adalah 
seperangkat �de-�de dan s�stem n�la� 
yang meleg�t�mas� pers�fatan, peran 
dan status lak�-lak� dan perempuan. 
Pembentukan �deolog� gender �n� 
d�dahulu� pembentukan �dent�tas 
fem�n�n dan maskul�n yang menjad� 
struktur dan s�fat manus�a, d� mana 
c�r�-c�r� dasar dan s�fat �tu d�bentuk 
sejak masa kanak-kanak awal. Ideolog� 
gender �n� dapat terbentuk d� berbaga� 
t�ngkat, mula� dar� t�ngkat negara, 
komun�tas, sampa� t�ngkat keluarga 
dan tersos�al�sas�kan melalu� pelbaga� 
pranata  sos�al yang d�kendal�kan oleh 
penguasa-penguasa pelbaga� t�ngkatan 
�tu4.

Karakter �deolog� gender –
sebaga�mana halnya karakter �deolog�–  
umumnya konservat�f dan selalu 
3 L�hat kons�deran men�mbang dar� 

Instruks� Pres�den Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nas�onal, dalam: Kelompok 
Kerja Convent�on Watch Pusat Kaj�an Wan�ta 
dan Gender Un�vers�tas Indones�a, 2004, Hak 
Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk 
Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan 
Obor, Jakarta, hlm.156.

4 Agnes W�dant�, 2005, Hukum Berkeadilan 
Gender, Penerb�t Buku Kompas, hlm. 32.
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ket�nggalan d� belakang perubahan5, 
namun harus d�aku� bahwa t�dak ada 
satu pun hal d� dun�a �n� yang dapat 
terbebas dar� hukum perubahan, 
t�dak terkecual� �deolog� gender. 
Sesungguhnya perubahan yang terjad� 
serba mencakup, mel�put� seluruh 
aspek keh�dupan dalam masyarakat, 
hanya saja �ntens�tas atau t�ngkat 
perubahannya yang berbeda-beda6.  
Oleh karena �tu, suatu ken�scayaan 
pula  bahwa �deolog� gender pun dapat 
berubah meng�kut� dan atau bersamaan 
dengan perubahan masyarakat 
pengemban nya. Masyarakatlah yang 
mengkonstruks� pers�fatan, peran 
dan status lak�-lak� dan perempuan 
seh�ngga perubahan yang terjad� 
dalam masyarakat akan memengaruh� 
n�la�-n�la�, s�kap ataupun per�laku 
masyarakat  yang bersangkutan dalam 
memerseps�kan relas� lak�-lak� dan 
perempuan dalam keluarga maupun 
masyarakat.

Ideolog� gender mempunya� 
pengaruh yang sangat besar terhadap 
berbaga� b�dang keh�dupan, 
seh�ngga sangat pent�ng untuk 
d�kaj�. Sebelumnya, memang telah 
d�temukan beberapa kaj�an yang 
membahas �deolog� gender dar� 
beberapa perspekt�f. M�salnya, 
S�t� Chol�sotul Ham�dah mengkaj� 
representas� �deolog� gender dalam 
buku teks Bahasa Indones�a7; Inayah 
5  Ibid.
6 Robert H. Lauer, 2001, Perspektif tentang 

Perubahan Sosial, terjemahan Al�mandan, PT 
R�neka C�pta, Jakarta, hlm. 4.

7 Siti Cholisotul Hamidah , 2014, “Representas� 
Ideolog� Gender dalam buku Teks Bahasa 

Rohman�yah dalam tul�sannya 
menunjukkan pengaruh t�mbal-bal�k 
antara �deolog� gender dan agama8; dan 
la�n-la�n. Mesk�pun dem�k�an, kaj�an 
yang berka�tan dengan �deolog� gender 
mas�h tetap pent�ng dan relevan untuk 
d�bahas, terutama dalam hubungannya 
dengan perkembangan hukum..

Kaj�an �n� berupaya untuk 
mel�hat perubahan �deolog� gender 
dalam masyarakat dan pengaruhnya 
terhadap perkembangan hukum adat 
Bal�, terutama yang menyangkut hak 
war�s perempuan.  Pertanyaan yang 
�ng�n d�jawab adalah: (1) apakah telah 
terjad� perubahan �deolog� gender 
dalam masyarakat adat Bal�?; (2) 
baga�mana pula pengaruh perubahan 
�deolog� gender tersebut terhadap 
perkembangan hak perempuan Bal� 
dalam mewar�s?

II.  METODE PENELITIAN
Penul�san �n� berdasarkan has�l 

penel�t�an kepustakaan, yang mencoba 
mengkaj� pengaruh �deolog� gender 
terrhadap perkembangan hak war�s 
perempuan Bal�, terutama setelah 
d�keluarkannya Keputusan Majel�s 
Utama Desa Pakraman (MDP) Bal� 
Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bal�/
X/2010 tentang Has�l-has�l Pasamuhan 
Agung III MDP Bal�, tertanggal 15 
Oktober 2010. Apab�la d�l�hat dar� 

Indones�a”, tersed�a d� http://karya-�lm�ah.
um.ac .ad / �ndex .php/d�ser tas � /a r t �c le /
v�ew/37015, d�akses: 22 Januar� 2017.

8 Inayah Rohman�yah, 2009, ”Gender dan 
Konstruks� Perempuan dalam Agama”, Jurnal 
Stud� Ilmu-�lmu Al Quran dan Had�s, Vol 10 
No 2, Jul� 2009, hlm. 217

Vol. 5, No. 4 : 818 - 832



821

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

t�polog� penel�t�an hukum, tul�san 
�n� termasuk kaj�an yang d�dasarkan 
pada has�l penel�t�an doktr�ner atau 
penel�t�an hukum normat�f dalam 
tataran penel�t�an terhadap asas-
asas hukum9. Beberapa pendekatan 
yang d�gunakan adalah pendekatan 
konseptual untuk menjelaskan konsep-
konsep gender dan hukum adat Bal� 
yang relevan; pendekatan h�stor�s 
untuk menunjukkan perkembangan 
hak war�s perempuan Bal�; serta 
pendekatan futur�st�k hukum untuk 
mempred�ks� perkembangan hukum 
adat Bal� d� masa datang terka�t hak 
perempuan.

Kaj�an �n� mengandalkan 
dukungan data sekunder, ba�k yang 
berupa peraturan ataupun dokumen 
la�nnya serta l�teratur-l�teratur yang 
relevan. Anal�s�s d�lakukan secara 
kual�tat�f dan has�lnya d�saj�kan secara 
deskr�pt�f-anal�t�s. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perubahan Ideologi Gender 

dalam Masyarakat 
Gender adalah konsep yang 

membedakan antara lak�-lak� dan 
perempuan berdasarkan s�fat-s�fat, 
status, ataupun peran yang melekat 
padanya. Pers�fatan, pelabelan, 
pember�an status dan peran lak�-
lak� dan perempuan tersebut 
d�konstruks� secara sos�al maupun 
kultural.  M�salnya, sudah menjad� 
pandangan umum dalam masyarakat 
9 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi 

Penelitian Hukum, PT RajaGraf�ndo Persada, 
Jakarta, hlm. 42-43.

bahwa manus�a dengan jen�s kelam�n 
perempuan d� kla�m sebaga� sosok 
yang lemah dan emos�onal, sementara 
lak�-lak� d�anggap kuat dan ras�onal. 
Pelabelan �tu d�dasarkan kepada fakta 
yang d�temu� berdasarkan pengalaman-
pengalaman d� l�ngkungan sos�alnya 
seh�ngga  kemud�an d�anggap sebaga� 
kodrat. S�fat-s�fat �tu sesungguhnya 
bukanlah kodrat yang mutlak melekat 
pada mas�ng-mas�ng jen�s kelam�n 
tersebut, sebab c�r�-c�r� dar� s�fat �tu 
send�r� merupakan s�fat-s�fat yang 
dapat saja d�pertukarkan, tergantung 
kepada karakter manus�anya yang 
terbentuk oleh kond�s� l�ngkungan dan 
sos�alnya. Seorang perempuan yang 
sejak bay� tumbuh, h�dup dan terlat�h 
dalam l�ngkungan sos�al yang keras, 
dapat saja mempunya� s�fat-s�fat yang 
keras, tegas dan mand�r�, bahkan 
mungk�n pula mempunya� c�r�-c�r� 
f�s�k sebaga�mana umumnya lak�-lak�: 
kuat dan berotot. Sebal�knya, t�dak 
tertutup kemungk�nan adanya seorang 
lak�-lak� yang terb�asa h�dup dalam 
keluarga yang penuh dengan segala 
kemudahan dan manja kemud�an 
akan tumbuh menjad� sosok manus�a 
dengan f�s�k yang lemah dan s�fat-s�fat 
yang manja.

Kond�s� b�olog�s, c�r�-c�r�  
f�s�k serta s�fat yang berbeda antara 
lak�-lak� dan perempuan kemud�an 
memengaruh� n�la�-n�la� yang h�dup 
dalam masyarakat tentang peran 
dan status yang d�anggap �deal bag� 
mas�ng-mas�ng jen�s kelam�n tersebut. 
M�salnya,   karena  perempuan  cenderung 
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mempunya� kond�s� f�s�k yang lemah 
sebaga� ak�bat dar� kodratnya yang 
mengalam� menstruas�, mengandung, 
melah�rkan, dan menyusu�, kemud�an 
d�n�la� leb�h tepat d�ber� peran dalam 
urusan-urusan domest�k, sepert� 
memasak untuk keluarga, mengasuh 
dan memel�hara anak, bers�h-bers�h 
rumah, dan sebaga�nya yang d�anggap 
sebaga� pekerjaan-pekerjaan yang t�dak 
beres�ko dan t�dak terlalu membutuhkan 
kekuatan f�s�k.  Sebal�knya, kaum lak�-
lak� yang kuat d�n�la� leb�h tepat d�ber� 
peran untuk mencar� nafkah d� luar 
rumah yang penuh dengan tantangan. 
Dalam keh�dupan berumah tangga, 
�str� kemud�an d�ber� status sebaga� 
�bu rumah tangga, sedangkan suam� 
sebaga� kepala keluarga. Perbedaan-
perbedaan pens�fatan, peran ataupun 
status antara lak�-lak� dan perempuan 
yang d�bentuk oleh masyarakat �n�lah 
yang d�sebut sebaga� perbedaan gender 
(gender differences). 

Jad�, berbeda dengan konsep 
seks yang stat�s, gender adalah 
sesuatu konsep yang d�nam�s. Karena 
gender d�konstruks� oleh masyarakat 
berdasarkan n�la�-n�la� yang d�anut 
nya, maka konsep gender dapat saja 
berubah meng�kut� n�la�-n�la� yang 
tumbuh, h�dup, dan berkembang 
dalam masyarakatnya.  Konsep 
gender dapat berubah dar� waktu ke 
waktu, seh�ngga perbedaan peran 
dan status lak�-lak� dan perempuan 
dapat berbeda dar� waktu ke waktu. 
Pal�ng mudah menjelaskan perubahan 
n�la�-n�la� gender dalam masyarakat 

d�l�hat dar� d�mens� waktu dengan 
mengamb�l contoh pada perubahan 
mode lak�-lak� dan perempuan, karena 
mode adalah suatu konsep gender 
yang pal�ng d�nam�s. Pada satu waktu 
d� masa lalu, mungk�n lak�-lak� dan 
perempuan dengan cepat dan mudah 
dapat d�bedakan dar� jauh dengan 
mel�hat paka�an yang d�kenakannya: 
perempuan memaka� rok sedangkan 
lak�-lak� memaka� celana panjang. 

D� masa sekarang, hal �tu 
sudah sul�t d�lakukan karena lak�-
lak� dan perempuan semuanya sudah 
laz�m bercelana panjang. Sekarang 
�n�, untuk memast�kan apakah sosok 
bercelana panjang yang d�l�hat dar� 
jauh, lak�-lak� atau perempuan, mas�h 
harus d�perhat�kan dengan cermat 
t�dak hanya d�l�hat dar� busana yang 
d�kenakannya.

Konsep gender juga dapat 
berbeda secara l�ntas budaya, 
seh�ngga peran dan status lak�-lak� dan 
perempuan yang d�anggap �deal dalam 
masyarakat tertentu belum tentu dapat 
d�ter�ma sebaga� perbedaan peran dan 
status yang �deal pula pada masyarakat 
la�nnya. Pemahaman �n�lah yang dapat 
menjelaskan baga�mana lak�-lak� 
dan perempuan d� dalam masyarakat 
Bal� mempunya� kedudukan yang 
berbeda dengan status lak�-lak� dan 
perempuan dalam keluarga Jawa atau 
M�nangkabau. D� Bal�, keturunan 
d�lanjutkan melalu� gar�s lak�-lak� 
(patr�l�neal, purusa); sebal�knya d� 
M�nangkabau keturunan d�lanjutkan 
melalu� gar�s perempuan; sedangkan 
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dalam masyarakat Jawa keturunan 
d�lanjutkan ba�k dar� gar�s lak�-lak� 
maupun perempuan. 

Cara menar�k gar�s keturunan 
�n� kemud�an ber�mpl�kas� kepada 
pember�an status kepada anak lak�-
lak� dan perempuan dalam persoalan 
war�s, d� mana dalam masyarakat 
adat Bal� hanya anak lak�-lak� yang 
d�ber� status sebaga� ahl� war�s 
karena d�anggap bertanggungjawab 
melanjutkan tanggungjawab keluarga 
ba�k lah�r maupun bat�n (sekala-
niskala); sedangkan anak perempuan 
d�pos�s�kan bukan sebaga� ahl� war�s 
atau hanya d�ber� status sebaga� ahl� 
war�s terbatas dan bersyarat, ya�tu 
hanya berhak men�kmat� harta war�san 
orang tua sepanjang yang bersangkutan 
mas�h t�nggal dan menuna�kan 
kewaj�ban-kewaj�ban d� l�ngkungan 
keluarga ayahnya10

Dar� ura�an mengena� konsep 
gender d� atas, maka dapatlah 
d�kemukakan bahwa perbedaan 
antara lak�-lak� dan perempuan yang 
merupakan kodrat Tuhan, kemud�an 
dapat men�mbulkan perbedaan gender, 
suatu perbedaan yang menyangkut 
pembedaan peran, status dan 
tanggungjawab mas�ng-mas�ng dalam 
keluarga maupun masyarakat. Contoh 
yang pal�ng sederhana mengena� 
perbedaan gender tersebut adalah 
pembag�an kerja secara seksual dalam 
keluarga, sepert� pekerjaan mengurus 

10 Wayan P W�nd�a dan I Ketut Sudantra,  2006, 
Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga 
Dokumentas� dan Publ�kas� Fakultas Hukum 
Un�vers�tas Udayana, hlm. 78, 81, 118.

rumah yang umumnya d�ber�kan 
kepada perempuan dan peran mencar� 
nafkah d�ber� kepada lak�-lak�. Dalam 
ranah hukum, pembedaan n�la�-
n�la� antara lak�-lak� dan perempuan 
d�normakan dalam pembedaan status 
hukum, m�salnya perempuan yang 
sudah kaw�n (�str�) d�ber� status sebaga� 
�bu rumah tangga sedangkan lak�-lak� 
men�kah (suam�) d�ber� status sebaga� 
kepala keluarga11; dalam masyarakat 
tertentu anak lak�-lak� d�ber� status 
sebaga� ahl� war�s, sedangkan anak 
perempuan t�dak.

Pertanyaannya  adalah apakah 
perbedaan-perbedaan gender yang 
sudah dan k�n� sedang berlangsung 
dalam masyarakat tersebut merupakan 
suatu masalah seh�ngga harus d�ubah?  
Pertanyaan �n� bukan pertanyaan 
yang gampang untuk d�jawab 
secara memuaskan, karena hal �n� 
menyangkut suatu �deolog� atau n�la�-
n�la� yang d�anut dalam masyarakat. 
Sejauh n�la�-n�la� yang h�dup dalam 
masyarakat memandang perbedaan 
gender tersebut sebaga� sesuatu hal 
yang wajar dan t�dak men�mbulkan 
kerug�an bag� salah satu jen�s kelam�n, 
mungk�n perbedaan-perbedaan gender 
tersebut bukanlah suatu masalah 
seh�ngga t�dak ada urgens� nya untuk 
d�ubah. Ket�ka n�la�-n�la� yang h�dup 
dalam masyarakat mula� bergeser dan 
menganggap bahwa dalam perbedaan 
gender tersebut terdapat ket�dakad�lan 
bag� salah satu jen�s kelam�n, maka 
sesungguhnya pada saat �tu perbedaan  
11 L�hat: Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkaw�nan.
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gender �tu sudah menjad� suatu masalah 
yang perlu d�p�k�rkan jalan keluarnya.  

Harus d�aku�, bahwa perubahan 
n�la�-n�la� dalam masyarakat adalah 
suatu ken�scayaan, apalag� dalam 
suatu masyarakat yang terus berubah. 
Bersamaan dengan perubahan-
perubahan masyarakat, terjad� pula 
perubahan n�la�-n�la� gender, ya�tu 
n�la�-n�la� yang menyangkut relas� 
antara lak�-lak� dan perempuan. 
Dewasa �n�, sebaga� ak�bat dar� 
semak�n kompleks nya keh�dupan 
dalam masyarakat modern, t�dak 
sed�k�t m�tos menyangkut relas� lak�-
lak� dan perempuan yang selama �n� 
kuat memengaruh� perseps�, s�kap, dan 
per�laku masyarakat mula� d�aba�kan. 
M�salnya, m�tos yang memerseps�kan 
bahwa lak�-lak� tabu melakukan 
”pekerjaan-pekerjaan perempuan”, 
sepert� memasak, mencuc�, mengurus 
rumah, dan sebaga�nya, sudah t�dak 
banyak lag� d��ndahkan; bersamaan 
dengan runtuhnya m�tos yang 
memerseps�kan perempuan sebaga� 
”konco wingkinng” (teman d� dapur 
atau teman d� belakang) dar� suam�. 
Fakta menunjukkan bahwa dalam 
masyarakat –terutama d�perkotaan dan 
perlahan-lahan menjalar ke perdesaan– 
m�tos-m�tos yang berka�tan dengan 
peran lak�-lak� dan perempuan sudah 
banyak d�jungk�rbal�kkan. K�n� sudah 
banyak perempuan berperan dom�nan 
dalam pekerjaan nafkah dan sebal�knya 
t�dak sed�k�t lak�-lak� yang bersed�a 
berbag� peran dengan perempuan d� 
rumah tangga, ba�k  atas dasar rasa 

sukarela maupun ”paksarela” karena 
tuntutan keh�dupan. Semak�n lama, 
semak�n banyak orang yang terb�asa 
melakukan hal �tu seh�ngga d�anggap 
wajar oleh masyarakat. Terl�batnya 
perempuan dalam mencar� nafkah 
menyebabkan adanya kontr�bus� 
perempuan d� dalam pembentukan 
harta keluarga. T�dak sed�k�t 
perempuan yang belum kaw�n maupun 
yang sudah kaw�n (�str�) mempunya� 
kar�er yang ba�k dalam pekerjaannya 
dan berpenghas�lan cukup bag� 
d�r�nya, bahkan t�dak sed�k�t pula yang 
menjad� tulang-punggung keluarga. 
Itu menyebabkan ketergantungan 
perempuan terhadap lak�-lak� dar� seg� 
nafkah menjad� berkurang, bahkan 
h�lang sama sekal�. Adanya kontr�bus� 
perempuan dalam pembentukan 
harta keluarga serta berkurangnya 
ketergantungan nya kepada kaum lak�-
lak� menyebabkan pos�s� perempuan 
dalam pengamb�lan keputusan 
menjad� leb�h kuat. Bersamaan dengan 
�tu, perseps� masyarakat terhadap 
perempuan bekerja juga menjad� 
berubah. Fenomena �n� adalah salah 
satu penanda telah bergesernya 
�deolog� gender dalam masyarakat.

Sebaga� konsekuens� dar� 
perubahan �deolog� gender tersebut,  
perbedaan gender yang semula mapan 
tanpa ada protes dar� salah satu jen�s 
kelam�n, k�n� menjad� potens�al 
men�mbulkan gugatan dan d�anggap 
bermasalah karena salah satu p�hak 
mula� merasakan adanya ket�dakad�lan, 
ya�tu suatu perlakuan yang berat 
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sebelah12.  Gerakan-gerakan dar� 
akt�v�s perempuan yang belakangan 
�n� gencar memperjuangkan hak-
hak perempuan dalam segala b�dang 
keh�dupan dapat d�pandang sebaga� 
man�festas� dar� gugatan terhadap 
kond�s� yang d�alam� kaum perempuan 
yang d�rasa t�dak ad�l.

Secara akadem�s, ket�dakad�lan 
yang berakar pada relas� lak�-lak� 
dan perempuan �n� laz�m d�sebut 
sebaga� ket�dakad�lan gender (gender 
inequalites). Mansour Fak�h13 
menjelaskan bahwa ket�dakad�lan 
gender terman�festas�kan dalam 
berbaga� bentuk, yakn�: marg�nal�sas� 
atau  pem�ngg�ran salah satu 
jen�s kelam�n yang men�mbulkan 
kem�sk�nan ekonom�; subord�nas� 
yang menempatkan salah satu jen�s 
kelam�n pada pos�s� yang leb�h rendah 
dar� jen�s kelam�n la�nnya dalam proses 
pengamb�lan keputusan; pembentukan 
stereot�pe atau melalu� pelabelan 
negat�f kepada salah satu jen�s kelam�n; 
kekerasan (violence) yang berbas�skan 
perbedaan jen�s kelam�n;  beban 
kerja leb�h banyak (burden); serta 
sos�al�sas� �deolog� peran gender yang 
merug�kan salah satu jen�s kelam�n. 
Man�festas� ket�dakad�lan gender 
tersebut d� atas t�dak b�sa d�p�sah-

12 Pemahaman tentang art� ”ket�dakad�lan” 
sebaga� ”perlakuan berat sebelah” d�adaptas� 
dar� pengert�an ”ad�l”  dalam bahasa Indones�a 
yang berart�  sama berat, t�dak berat sebelah 
atau  t�dak mem�hak. L�hat: Pusat Bahasa 
Departemen Pend�d�kan Nas�onal, 2001, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed�s� Ket�ga, 
Bala� Pustaka, Jakarta.., hlm. 8.  

13 Mansour Fak�h, 1996, Analisis Gender 
& Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta., hlm. 13.

p�sahkan, karena sal�ng berka�tan dan 
berhubungan, sal�ng memengaruh� 
secara d�alekt�s. T�dak ada satu pun 
man�festas� ket�dakad�lan gender yang 
leb�h pent�ng, leb�h esens�al, dar� yang 
la�n. M�salnya, marg�nal�sas� ekonom� 
kaum perempuan mungk�n terjad� 
karena stereot�pe tertentu atas kaum 
perempuan dan �tu menyumbang 
kepada subord�nas�, kekerasan kepada  
kaum perempuan, yang pada akh�rnya 
tersos�al�sas�kan dalam keyak�nan, 
�deolog� dan v�s� kaum perempuan 
send�r�. Sebal�knya, dapat saja terjad� 
bahwa sos�al�sas� �deolog� gender 
justru menjad� sumber dar� bentuk-
bentuk ket�dakad�lan la�nnya. Dengan 
dem�k�an, t�daklah dapat d�nyatakan 
bahwa marg�nal�sas� kaum perempuan 
adalah menentukan dan terpent�ng 
dar� yang la�n dan oleh karena �tu 
perlu mendapat perhat�an leb�h. Atau 
sebal�knya, bahwa sos�al�sas� �deolog� 
gender adalah masalah pal�ng mendasar 
yang harus d�pecahkan leb�h dahulu. 
Man�festas� ket�dakad�lan gender 
tersebut d� atas, dapat terjad� dalam 
pelbaga� t�ngkatan, ba�k d� t�ngkat 
negara, tempat kerja, organ�sas� ataupun 
dun�a pend�d�kan, termasuk dalam 
masyarakat d� berbaga� kelompok 
etn�k, bahkan dalam t�ngkatan rumah 
tangga. Dalam masyarakat adat, 
man�festas� ket�dakad�lan gender 
tumbuh dan berkembang dalam kultur 
masyarakat yang bersangkutan yang 
adakalanya d�pengaruh� oleh tafs�r 
keagamaan. 

Berbaga� bentuk ket�dakad�lan 
gender �tu –yang dulu d�anggap wajar 
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dan d�ter�ma beg�tu saja– k�n� mula� 
mendapat perlawanan dar� banyak 
kalangan, d�pelopor� oleh berbaga� 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dan akt�v�s-akt�v�s perempuan. Mereka 
melakukan berbaga� upaya untuk 
mewujudkan kesetaraan dan kead�lan 
gender melalu� pend�d�kan, pelayanan, 
dan pendamp�ngan  dan la�n-la�n. 

3.2. Perubahan Ideologi Gender 
dan Perkembangan Hak Waris 
Perempuan Bali
Perubahan-perubahan dalam 

masyarakat dapat men�mbulkan 
perubahan hukum, beg�tu juga 
sebal�knya. Perubahan �deolog� 
gender dalam masyarakat pada 
g�l�rannya akan berpengaruh pula 
terhadap perkembangan norma-norma 
hukumnya, seh�ngga norma-norma 
hukum yang mengatur relas� lak�-lak� 
dan perempuan juga akan mengalam� 
perubahan. Dem�k�an pula yang terjad� 
dengan hukum adat Bal� sebaga� 
hukum yang h�dup (living law) dalam 
masyarakat (adat) Bal�, t�dak lepas 
pula dar� perubahan-perubahan �tu. 
Sesua� dengan s�fat hukum adat yang 
d�nam�s dan fleks�bel14, hukum adat 
Bal� memang dapat berubah, ba�k yang 
berubah secara alam� (natural) ataupun 
yang sengaja d�ubah melalu� rekayasa 
sos�al (social eingenering).

14 R. Van D�jk menyebut t�ga s�fat umum 
hukum adat, ya�tu (1)  mengandung s�fat 
yang trad�s�onal: (2) dapat berubah; dan (3) 
kesanggupan untuk menyesua�kan d�r�. L�hat: 
R. van D�jk, 1979, Pengantar Hukum Adat 
Indonesia, terjemahan A. Soehard�, Penerb�t 
Sumur Bandung, hlm. 10.

Hukum adat berubah secara alam� 
meng�kut� n�la�-n�la� yang berkembang 
dalam masyarakat d�tanda� dengan 
perubahan pada pola kelakuan (per�laku 
hukum) masyarakat. Dalam kontek 
�n�, perubahan yang terjad� d�mula� 
dar� adanya perubahan masyarakat, 
baru kemud�an d��kut� dengan 
perubahan hukum. Pola yang terjad� 
b�sa sebal�knya, d� mana perubahan 
d�mula� dar� adanya perubahan hukum 
kemud�an d��kut� dengan perubahan 
masyarakat. Secara teor�t�s, pola 
�n�  berka�tan dengan fungs� hukum 
sebaga� alat perubahan sos�al (“laws as 
a tool of social engineering”). Contoh 
penggunaan hukum sebaga� alat untuk 
mengubah per�laku masyarakat antara 
la�n d�lakukan dengan memberlakukan 
Undang-undang Perkaw�nan Tahun 
1974 yang mewaj�bkan set�ap 
perkaw�nan d�catatkan d� Kantor 
Catatan S�p�l. Terlepas dar� t�ngkat 
efekt�f�tas nya, secara faktual ketentuan 
tersebut telah berhas�l membuat 
masyarakat Bal� meng�kut� proses 
tert�b adm�n�stras� yang d�gar�skan oleh 
pemer�ntah, ya�tu dengan mencatatkan 
perkaw�nannya d� Kantor Catatan S�p�l 
seh�ngga dapat d�wujudkan adanya 
kepast�an hukum dalam perkaw�nan. 
Dengan d�lakukannya pencatatan 
perkaw�nan maka akan d�peroleh 
suatu akta autent�k (akta perkaw�nan) 
yang mampu membukt�kan adanya 
perkaw�nan tersebut d� kemud�an har�. 
Dalam konteks lokal Bal�, contoh 
d�gunakannya hukum sebaga� alat untuk 
mengubah per�laku masyarakat adalah 
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d�keluarkannya Keputusan DPRD Bal� 
Nomor 11/DPRD tanggal 12 Jul� 1951 
tentang “Perkaw�nan Campuran” yang 
menghapuskan larangan perkaw�nan 
antar kasta. Walaupun pada waktu �tu 
n�la�-n�la� yang bersangkutan dengan 
kasta mas�h sangat kuat d�anut oleh 
masyarakat Bal� pada umumnya, tetap� 
Keputusan DPRD Bal� tersebut dengan 
tegas mengkla�m bahwa larangan 
perkaw�nan antar kasta t�dak sesua� 
lag� dengan keadaan zaman, seh�ngga 
harus d�hapuskan. Keputusan �n� dapat 
d�catat dalam sejarah sebaga� salah 
satu keputusan lembaga leg�slat�f Bal� 
yang sangat v�s�oner dan beran�15.

Contoh terbaru dar� rekayasa 
sos�al untuk mengubah n�la�-n�la�, s�kap 
dan  per�laku masyarakat terka�t dengan 
kedudukan perempuan d�lakukan 
oleh Majel�s Utama Desa Pakraman 
(MUDP). Sebaga� pemegang otor�tas 
adat dan hukum adat d� Bal�, MUDP 
Bal� berusaha mengubah tatanan 
hukum adat Bal� berka�tan dengan hak 
war�s perempuan Bal�. Melalu� sebuah 
Pasamuan Agung tanggal 15 Oktober 
2010 yang d�had�r� oleh otor�tas adat 
mas�ng-mas�ng kabupaten/kota se-
Bal� (perwak�lan Majel�s Madya 
Desa Pakraman Kabupaten/Kota dan 
Majel�s Desa Pakraman Kecamatan), 
MUDP Bal� mengamb�l keputusan, 
yang antara la�n po�n-po�nnya sebaga� 
ber�kut:

15 J�wa Atmaja, 2008, Bias Gender Perkawinan 
Terlarang Pada Masyarakat Bali, Udayana 
Un�vers�ty Press-CV Bal� Med�a Adh�karsa, 
Denpasar-Bal�, hlm. 147.

(1) Suam� dan �str�nya serta saudara 
lak�-lak� suam� dan �str�nya, 
mempunya� kedudukan yang 
sama dalam usaha untuk 
menjam�n bahwa harta pusaka 
dapat d�teruskan kepada anak 
dan cucunya untuk memel�hara 
atau melestar�kan war�san 
�mmater��l.

(2) Selama dalam perkaw�nan, 
suam� dan �str�nya mempunya� 
kedudukan yang sama terhadap 
harta gunakaya-nya  (harta yang 
d�peroleh selama dalam status 
perkaw�nan).

(3) Anak kandung (lak�-lak� atau 
perempuan) serta anak angkat 
(lak�-lak� atau perempuan) yang 
belum kaw�n, pada dasarnya 
mempunya� kedudukan yang 
sama terhadap harta gunakaya 
orangtuanya.

(4) Anak kandung (lak�-lak� atau 
perempuan) serta anak angkat 
(lak�-lak� atau perempuan) 
berhak atas harta gunakaya 
orangtuanya, sesudah d�kurang� 
sepert�ga sebaga� duwe tengah 
(harta bersama), yang d�kuasa� 
(bukan d�m�l�k�) oleh anak 
yang nguwubang (melanjutkan 
swadharma atau tanggung 
jawab) orangtuanya.

(5) Anak yang berstatus kapurusa 
berhak atas satu bag�an dar� 
harta war�san, sedangkan yang 
berstatus pradana/ninggal 
kedaton terbatas berhak atas 
sebag�an atau setengah dar� 
harta war�san yang d�ter�ma oleh 
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seorang anak yang berstatus 
kapurusa;

(6) Dalam hal pembag�an war�san, 
anak yang mas�h dalam 
kandungan mempunya� hak yang 
sama dengan anak yang sudah 
lah�r, sepanjang d�a d�lah�rkan 
h�dup. 

(7) Anak yang ninggal kadaton 
penuh t�dak berhak atas harta 
war�san,  tetap� dapat d�ber�kan 
bekal (jiwa dana) oleh 
orangtuanya dar� harta gunakaya 
tanpa merug�kan ahl� war�s16

Putusan Pasamuan Agung 
MUDP d� atas dapat d�katakan sebaga� 
suatu rekayasa sos�al yang v�s�oner 
dan beran� d�l�hat dar� perspekt�f 
gender, terutama dalam mewujudkan 
kesetaraan dan kead�lan gender 
d�b�dang pewar�san. Sepert� d�ketahu�, 
hukum adat war�s yang selama 
�n� berlaku bag� masyarakat Bal� 
mas�h berpedoman kepada Paswara 
Tahun 1900 yang samasekal� t�dak 
member�kan hak apa-apa atas harta 
orang tua kepada anak perempuan yang 
telah kaw�n ke luar17. Sepert� d�ketahu�, 
hukum adat Bal� d� b�dang pewar�san 
16 But�r-but�r keputusan tersebut tercantum pada 

Bag�an III. Angka I Lamp�ran Keputusan 
Majel�s Utama Desa Pakraman (MDP) Bal� 
Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bal�/X/2010 
tentang Has�l-has�l Pasamuhan Agung III 
MDP Bal�, tertanggal 15 Oktober 2010. 
L�hat: I Ketut Sumarta (Penyunt�ng), 2010, 
Himpunan Hasil-hasil Pasamuan Agung III 
Majelis Desa Pakraman Bali, Majel�s Utama 
Desa Pakraman (MDP) Bal�, Denpasar, h. 43.

17 L�hat Peraturan (Peswara) Tanggal 13 
Oktober 1900 dalam VE Korn, 1972, Hukum 
Adat Waris di Bali (Het Adatrecht van Bali-
Bab IX), terjemahan I Gde Wajan Pangkat, 
Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat 
Un�vers�tas Udayana, hlm. 62.

d�landas� oleh asas kese�mbangan 
antara tanggungjawab/kewaj�ban 
(swadharma) dan hak (swadikara). 
Dalam masyarakat Bal�, orang yang 
men�nggalkan tanggungjawab/
kewaj�ban (swadharma) dalam 
keluarga d�sebut ninggal kedaton. 
Pada masa lalu, anak perempuan 
yang sudah kaw�n ke luar t�dak 
memungk�nkan lag� melaksanakan 
kewaj�ban-kewaj�bannya d� keluarga 
asalnya seh�ngga t�dak berhak lag� atas 
harta war�san orang tuanya. MUDP 
mel�hat terjad�nya perkembangan 
dalam masyarakat Bal� dewasa 
�n� d� mana anak perempuan yang 
sudah kaw�n ke luar, dalam batas-
batas tertentu mas�h memungk�nkan 
melaksanakan kewaj�ban-kewaj�ban d� 
rumah orang tuanya (d�sebut ninggal 
kedaton terbatas). Itu sebabnya 
MUDP berpendapat bahwa anak 
perempuan yang mas�h melaksanakan 
tanggungjawab d� rumah orang 
tuanya �tu  d�mungk�nkan pula tetap 
mendapatkan hak atas harta war�san 
orang tuanya18.

Perubahan s�kap terhadap hukum 
adat Bal� menyangkut kedudukan 
perempuan Bal� sepert� yang 
d�putuskan oleh Pasamuan MUDP 
Bal� d� atas t�dak lepas dar� perubahan 
�deolog� gender d�kalangan �ntelektual 
Bal�, ba�k d� l�ngkungan tokoh-tokoh 
adat d� dalam MDP Bal� yang had�r 
sebaga� peserta Pasamuan maupun 
tokoh-tokoh gerakan perempuan 
dar� berbaga� kalangan, sepert� dar� 

18  I Ketut Sumarta, op.cit., hlm.42.
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Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), akadem�s�, dan b�rokras�, 
yang had�r dalam Pasamuan tersebut 
sebaga� pen�njau. Penul�s yang pada 
Pasamuan tersebut berperan sebaga�  
unsur p�mp�nan (sekretar�s) S�dang 
Kom�s� B�dang Hukum Adat, �ngat 
betul baga�mana para pen�njau dar� 
kalangan gerakan perempuan sangat 
gencar member�kan tekanan kepada 
peserta Pasamuan agar gagasan-
gagasan mengena� perubahan hak-
hak perempuan Bal� dalam hukum 
adat d� akomodas� menjad� keputusan 
Pasamuan Agung III MUDP19.  Mereka 
dengan set�a meng�kut� jalannya 
Pasamuan dar� awal sampa� akh�r 
tanpa pernah bergeser dar� tempat 
duduknya.

Sesungguhnya, gagasan-
gagasan tentang perubahan kedudukan 
perempuan dalam hukum adat 
Bal� sudah lama d�perdengarkan, 
jauh sebelum Pasamuan Agung III 
MUDP, bahkan jauh sebelum MUDP 
terbentuk. Tahun 1971, dalam D�skus� 
Hukum Adat War�s d� Bal�, yang 
d�selenggarakan  d� Denpasar atas 
prakarsa Lembaga Pemb�naan Hukum 
Nas�onal (LPHN)-Projek Research 
Hukum War�s, telah d�kemukakan 
pandangan-pandangan mengena� 
perlunya hukum war�s d�modern�s�r 
seh�ngga dapat member�kan hak 
war�s kepada perempuan dengan 
tetap memperhat�kan norma-norma 

19 Menurut Tata Tert�b Pasamuan, pen�njau 
d�ber�kan hak b�cara, tetap� t�dak mempunya� 
hak suara dalam pengamb�lan keputusan.

agama20. Sayang sekal� pem�k�ran-
pem�k�ran v�s�oner yang muncul 
dalam berbaga� d�skus� tetap t�nggal 
sebaga� gagasan yang t�dak pernah 
d�wujudkan dalam produk hukum 
apapun. Putusan-putusan Pengad�lan 
mengena� sengketa war�s setelah �tu 
pun tetap menempatkan perempuan 
pada pos�s� yang sangat lemah 
dalam pewar�san, terutama bag� anak 
perempuan yang sudah kaw�n ke luar. 
Hukum adat Bal� tetap menempatkan 
perempuan sebaga� ahl� war�s terbatas 
dan bersyarat. “Ahl� war�s terbatas“ 
dalam art� kedudukannya hanya 
berhak men�kmat� harta war�san, 
bukan “mem�l�k�“ seh�ngga t�dak 
dapat dengan bebas memanfaatkan 
harta tersebut sebaga� m�l�k, sepert�: 
mem�ndahtangankan, menjual, 
menggada�kan, dan sebaga�nya sesua� 
ke�ng�nannya. “Ahl� war�s bersyarat“, 
maksudnya bahwa haknya �tu (hak 
men�kmat� has�l) hanya berlaku dengan 
syarat atau selama perempuan �tu t�dak 
kaw�n ke luar21. Dengan dem�k�an, 
adanya Keputusan Pasamuan Agung 
MUDP Bal� tahun 2010 d� atas dapat 
d�pandang sebaga� tonggak pent�ng 
bag� perubahan hak-hak perempuan 
Bal� dalam hukum adat Bal�, terutama 
dalam b�dang pewar�san. 

20 L�hat has�l-has�l d�skus� Hukum Adat War�s d� 
Bal�, dalam V.E. Korn, op.cit, hlm. 48.

21 A.A. Oka Mahendra, at. all., 1996, “Laporan 
Akh�r Penel�t�an Tentang Perkembangan 
Hukum War�s Janda dan Anak Perempuan 
dalam Masyarakat Bal�”,  Kerjasama Antara 
Fakultas Hukum Un�vers�tas Udayana 
dan Badan Pemb�naan Hukum Nas�onal 
Departemen Kehak�man RI, hlm,. 57.
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Walau d�aku� bahwa keputusan-
keputusan Pasamuan Agung tersebut 
t�daklah serta merta akan d��kut� dan 
d�jad�kan pola kelakuan yang ajeg 
sebaga� hukum adat dalam kenyataan 
oleh masyarakat Bal� saat �n�, tetap�   
keputusan tersebut akan berpengaruh 
bag� perkembangan hukum adat Bal� 
d� masa depan. Pertama, keputusan 
MUDP �tu akan menjad� pedoman 
dalam rev�tal�sas� hukum adat Bal� 
melalu� penul�san aw�g-aw�g desa 
pakraman, karena salah satu fungs� 
MUDP  adalah melakukan pemb�nanan 
terhadap aw�g-aw�g desa pakraman. 
Dengan beg�tu, akan terjad� sos�al�sas� 
dan �nternal�sas� d� kalangan masyarakat 
hukum adat Bal� mengena� n�la�-n�la� 
yang terkandung dalam Keputusan 
MUDP tersebut seh�ngga d�harapkan 
membawa pengaruh yang s�gn�f�kan 
bag� kemajuan hak-hak perempuan Bal� 
d� dalam pewar�san. Kedua, keputusan 
Pasamuan Agung MUDP tersebut 
ber�kut has�l sos�al�sas�nya berupa 
produk hukum adat dalam bentuk 
aw�g-aw�g, akan memudahkan bag� 
hak�m untuk melakukan penemuan 
hukum adat (rechtsvinding) dalam 
tugasnya menggal� n�la�-n�la� hukum 
yang h�dup dalam masyarakat, ket�ka 
hak�m d� Pengad�lan-pengad�lan yang 
ada d� Bal� mengad�l� kasus-kasus 
pewar�san. Dengan dem�k�an, hak�m 
dalam member�kan putusan tentang 
sengketa war�san menyangkut hak 
perempuan dalam mewar�s d�harapkan 
akan meng�kut� asas-asas hukum yang 
menjad� substans� putusan MUDP 
tersebut.

IV.  KESIMPULAN
Akh�rnya, sebaga� s�mpulan 

dapat d�tegaskan kembal� pokok-
pokok p�k�ran dar� ura�an d� atas. 
Pertama, �deolog� gender adalah 
seperangkat �de-�de dan s�stem n�la� 
yang mel�g�t�mas� pers�fatan, peran 
dan status lak�-lak� dan perempuan. 
Ideolog� gender menyangkut segala 
n�la�, norma, pelabelan yang berka�tan 
dengan relas� antara perempuan dan 
lak�-lak� yang d�dahulu� pembentukan 
�dent�tas fem�n�n dan maskul�n yang 
menjad� struktur dan s�fat manus�a 
yang d�bentuk sejak masa kanak-
kanak. Dalam ranah hukum, n�la�-
n�la� yang h�dup dalam masyarakat 
melandas� pembentukan norma-
norma hukum yang berlaku d� dalam 
masyarakat yang bersangkutan, ba�k 
yang berupa hukum tertul�s (umumnya 
berupa hukum negara) maupun t�dak 
tertul�s (umumnya berupa hukum 
adat). Dengan dem�k�an, apab�la 
terjad� perubahan pada tataran n�la� 
maka akan menyebabkan terjad�nya 
perubahan pada norma-norma 
hukumnya. Dem�k�anlah yang terjad� 
pada n�la�-n�la� yang menyangkut 
relas� antara lak�-lak� dan perempuan 
dalam masyarakat adat Bal�, perubahan 
n�la�-n�la� gender merupakan suatu 
ken�scayaan. Intens�tas perubahannya 
mungk�n lambat dan pada kalangan 
masyarakat yang juga terbatas, tetap� 
d�sadar� atau t�dak, saat �n� telah 
terjad� perubahan �deolog� (n�la�-n�la�) 
gender dalam masyarakat adat Bal� 
yang mengarah kepada kesetaraan dan 
kead�lan gender. 
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Perubahan �deolog� gender 
dalam masyarakat adat Bal�, terutama 
yang terjad� d�kalangan �ntelektual 
dan tokoh-tokoh adat, menyebabkan 
lah�rnya Keputusan Pasamuan Agung  
III Majel�s Utama  Desa Pakraman 
(MUDP) Bal� Tahun 2010 yang secara 
tekstual mengangkat derajat dan harkat 
perempuan Bal� d� b�dang pewar�san, 
d� mana d�putuskan bahwa perempuan 
dalam batas-batas tertentu berhak atas 
harta pen�nggalan orang tuanya. D�l�hat 
dar� perspekt�f gender, keputusan 
tersebut cukup progres�f dan v�s�oner 
karena akan berpengaruh terhadap 
hukum adat Bal� d� b�dang pewar�san 
d� masa depan yang mengarah kepada 
hukum adat war�s yang berkead�lan 
gender. Seberapa besar pengaruhnya 
dan seberapa cepat hal �tu terjad� sangat 
tergantung dar� efekt�f�tas sos�al�sas� 
Keputusan Pasamuan Agung MUDP 
tersebut kepada masyarakat. 

Untuk mempercepat 
terwujudnya hukum adat war�s Bal� 
yang berkead�lan gender, maka sangat 
pent�ng d�gencarkan pelaksanaan 
sos�al�sas� Keputusan-keputusan 
Pasamuan Agung III MUDP tersebut, 
khususnya yang menyangkut 
kedudukan perempuan Bal�, t�dak 
hanya d� kalangan para pengamb�l 
keb�jakan dan prakt�s� hukum 
(hak�m, jaksa, kepol�s�an), tokoh adat 
dan agama, tetap� juga d�kalangan 
masyarakat adat. Dengan banyaknya 
sos�al�sas�, d�harapkan Keputusan 
MUDP benar-benar dapat berfungs� 
sebaga� rekayasa sos�al menuju hukum 

adat Bal� yang berkead�lan gender dan 
dapat d�ter�ma  dan d�laksanakan oleh 
masyarakat luas.  
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